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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan 

pembangunan desa studi kasus di desa sepakat kecamatan plampang kabupaten 

sumbawa, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses pelaksanaan Anggaran Publik merupakan suatu rencana 

kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan 

dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling sederhana, 

anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi 

keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai 

pendapatan, belanja,dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa 

yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Mengenai 

fungsi dan faktor penghambat dalam pembangnan desa. Adapun fungsi 

angaran belanja desa dan faktor penghambat pembangunan desa tersebut 

antara lain: 

a. Fungsi angaran desa meliputi: 

 Anggaran Sebagai alat perencanaan 

 Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik 

 Anggaran sebagai alat motivasi 
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b. Faktor penghambat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa. Melipiti: 

 Masalah sosial budaya 

 Rendahnya tingkat pendidikan 

 Kurangnya sarana dan prasarana pedesaan 

 Masalah ekonomi 

 Masalah geografis 

5.2  Saran- Saran 

1. Bagi pemerintah tetap memperhatikan terkait anggaran dan pendapatan 

belanja desa supaya desa tidak ada ketertinggalan dalam pembangunanya 

supaya  

2. Bagi pihak desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa 

perlu adanya keterlibatan masyarakat. Supaya jelas untuk apa saja anggran 

desa tersebut biar tidak ada lagi korupsi anggaran desa.anggaran berjalan 

lancar maka poembangunan desa akan berhasi. 
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